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Sifat Penting

Lampiran . -

Hal . Imbauan Penyiapan dan/atau Pembuatan Tempat Pemungutan
Suara (TPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar

di -

Tempat

A. DASAR HUKUM

L

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024
tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024
tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang
terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil WalikotaTahun 2024,

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K 1/08/2022

tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses




Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubermnur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Bahwa dalam rangka upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024 melaiui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan, maka Badan Pengawas

Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Takalar Selatan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada
penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

Pasal 10 huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang
berbunyi:

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:
c. Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;

2. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

a) Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta
pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.

b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Waki! Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang
berbunyi.

(1) Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan
Pemilihan.

{2) Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawasiu
Kabupaten/Kola.

(3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawasiu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu
Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

(4) Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemifihan sesuai
dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.

3. Peraturan mengenai Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024:
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a) Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

b) Pasal 1 angka (13) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota
dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi:

13. Tempat Pemungutan Suara yang selanjuinya disingkat TPS adalah lempat
dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

¢) Pasal 1 angka (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024
tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang
berbunyi:

15. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

4. Peraturan mengenai pelaksanaan pengawasan penyiapan dan/atau pembuatan TPS
pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

a) Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan
dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) huruf (b), yang berbunyi:

(1) Pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan menjadi tanggung
Jjawab bersama Bawaslu, Bawasiu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawasiu,
Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu
Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
terhadap persiapan dan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

(4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difakukan
terhadap:

b. pembuatan TPS;

Pasal 6, yang berbunyi:

(1) Panwasiu Kelurahan/Desa dan/atau Pengawas TPS dalam melakukan

pengawasan Pembuatan TPS dengan memastikan:

a. TPS telah didirikan pada lokasi yang tefah ditenfukan sebelum pelaksanaan
pemungutan suara;

b. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan
TPS;

¢ TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat di tempat yang mudah
dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap
Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan
rahasia, serta diutamakan di tempat yang terdapat jaringan internet,

d. TPS tidak dibuat di tempat ibadah; dan
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e. Pembuatan TPS sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan
pengendalian Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19).

(2) Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupater/Kota dalam membentuk
TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan untuk melayani Pemiiih
yang sedang menjalani pemidanaan atau penahanan di lembaga
pemasyarakatan atau rumah tahanan dan petugas atau karyawan di lembaga
pemasyarakatan atau rumah tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

5. Peraturan mengenai penyiapan dan/atau pembuatan TPS pada penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024:

a) Pasal 90 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi:

(1) Dalam rangka persiapan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan yang
meliputi;
a. penyiapan TPS;

b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan
Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) huruf (a), yang berbunyi;

{1) KPPS melakukan kegiatan yang meliputi:
a. penyiapan TPS;

Pasal 6, yang berbunyi:

(1) Ketua KPPS memastikan penyiapan TPS.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut:

a. dibuat di tempaf yang mudah dijangkau atau aksesibel;

b. dapat dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup;

c. tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;

d. dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8
(delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat; dan

e. harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal
permungutan suara.

(3) KPPS menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih
termasuk oleh penyandang disabilitas dalam memberikan suara seria
memperhatikan alur pemberian suara oleh Pemilih.

(4) Dalam menyiapkan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS dapat
bekerja sama dengan masyarakat.

(8) penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)
ditetapkan dengan Keputusan KPU.

6. Peraturan mengenai tahapan dan jadwal penyiapan dan/atau pembuatan TPS pada
Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota Tahun 2024:

Lampiran | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang
Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa:

Penyiapan TPS, jadwal awal dan jadwal akhir, pada Hari Selasa, 26 November 2024 26
November 2024.
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7. Peraturan mengenai larangan dan ketentuan pidana menyebabkan orang lain kehilangan
hak pilihnya pada pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 178, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta
rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 178D, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36
(tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling
sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).

Pasal 182A, yang berbunyi:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan
kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan
melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24
(dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling
sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak
Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

B. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di
wilayah Kabupaten Takalar yang demokratis. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum

(Bawaslu) Kabupaten Takalar mengimbau untuk:

1. Memastikan penyiapan dan/atau pembuatan TPS harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
a. Dibuat di tempat yang mudah dijangkau atau aksesibei (menjamin setiap Pemilih
dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia);
b. Dibuat di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup (diutamakan di tempat yang
terdapat jaringan internet);
c. Tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah;
d. Dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8
(delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat;
e. Harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal
pemungutan suara (Hari, Selasa 26 November 2024), dan
f. Tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan Pemilih termasuk oleh
penyandang disabilitas dalam memberikan suara serta memperhatikan alur
pemberian suara oleh Pemilih.
2. Melaporkan dugaan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024 di wilayah Kabupaten Takalar kepada Bawaslu Kabupaten Takalar dan/atau

Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di wilayah Kabupaten Takalar.

http://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Takala




Demikian penyampaian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan
2. Arsip.
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